
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALIKOTA  BATU 
 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  BATU, 

 

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Batu tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republikk 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Pendampingan Desa; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang  Pengelolaan  Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 

tentang  Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang  Pengelolaan  

Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa; 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 

25. Peraturan Walikota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 

26. Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur.  

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

6. Walikota adalah Walikota Batu. 
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7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Batu. 

10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 

bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang 

dipimpin oleh camat. 

11. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah Kota Batu. 

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

KesatuanRepublik Indonesia. 

13. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki desa 

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan adat istiadat desa. 

14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

16. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk 

menyepakati hal yang bersifatstrategis. 

17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 

yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
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19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa.  

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 

RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan 

yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan 

kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

24. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan 

kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun 

keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan 

terjadi di masa depan (visi Desa). 

25. Desa Mandiri adalah Desa  maju yang memiliki 

kemampuan melaksanakan pembangunan Desau ntuk 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar 

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan 

ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologise cara 

berkelanjutan. 

26. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber 

daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan 

mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan 

menanggulangi kemiskinan. 

27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa 

Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara 

optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi 

kemiskinan. 

28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, 

atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia 

serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami 

kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan 
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ekonomi, dan konflik social sehingga tidak 

berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan 

dalam berbagai bentuknya. 

30. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan 

Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan 

memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan 

pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di 

wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerja sama 

antar Desa. 

31. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya 

mengarusutamakan penguatan kapasitas dan 

kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan 

Desase hingga masyarakat Desa menjadi subyek yang 

berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara 

mandiri. 

32. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan 

sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan Desa. 

33. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa 

sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong 

yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, 

persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan 

dengan berdasarkan pada nilai, norma, dan semangat 

Pancasila. 

 
BAB II 

TUJUAN DAN PRINSIP 

 
Pasal 2 

 
Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan 

untuk: 

a. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan 

kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala desa yang dibiayai Dana Desa; 

b. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah daerah dalam pemantauan, Evaluasi, 

pendampingan Masyarakat Desa, Pembinaan dan 

Fasilitas prioritas penggunaan Dana Desa; dan 

c. Pemerintahan Desa dalam menetapkan prioritas 

penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan 

pembangunan Desa. 

 

Pasal 3 
 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada 

prinsip-prinsip: 

a. keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh 

warga Desa tanpa membeda-bedakan;  

b. kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa 

yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan 
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berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian 

besar masyarakat Desa;  

c. terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa 

pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai 

dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, dan Desa, dan tidak dilakukan praktik 

penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.  

d. kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal 

usul dan kewenangan lokal berskala Desa;  

e. partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan 

peran serta masyarakat Desa;  

f. swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai 

Dana Desa.  

g. berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa 

dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk 

membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, 

oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa 

berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau 

Kabupaten/Kota; 

h. berbasis sumber daya Desa: mengutamakan 

pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya 

alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan 

yang dibiayai Dana Desa; dan  

i. tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan 

kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, 

antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta 

perubahan. 

 

BAB  III 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

 
Pasal 4 

 
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa.  

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: 

a. peningkatan kualitas hidup; 

b. peningkatan kesejahteraan;  

c. penanggulangan kemiskinan; dan 

d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.  

Bagian Kesatu 
Bidang Pembangunan Desa 

 
Pasal 5 
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(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a 

diutamakan untuk membiayai pelaksanaan 

program/kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang 

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup 

masyarakat.  

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b 

diutamakan untuk: 

a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas 

kegiatan; 

b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; 

c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga 

miskin; dan 

d. meningkatkan pendapatan asli Desa. 

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:  

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan 

b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan; 

c. melakukan kegiatan akselarasi ekonomi keluarga dan 

padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja 

d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi 

masyarakat desa yang menganggur, setengah 

menganggur, keluarga miskin; dan 

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis 

(stunting). 

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diutamakan untuk 

membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, 

pendidikan, dan sosial. 

 
Pasal 6 

 
(1) Peningkatan pelayanan sosial dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  5 ayat (1) meliputi: 

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk 

pemenuhan kebutuhan: 

1. lingkungan pemukiman; 

2.  transportasi; 

3. energi; dan 

4. informasi dan komunikasi. 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

Pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial 

dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. kesehatan masyarakat; dan 

2. Pendidikan dan kebudayaan. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat 

Desa meliputi:  
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1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan 

untuk ketahanan pangan;  

2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, 

dan pengolahan pasca panen; dan 

3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau 

perikanan berskala produktif meliputi aspek 

produksi, distribusi dan pemasaran yang 

difokuskan pada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 

Kawasan perdesaan. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk 

pemenuhan kebutuhan:  

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan 

konflik sosial; 

2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan  

3. pelestarian lingkungan hidup.  

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan melalui musyawarah Desa.  

 

Pasal 7 

 

(1) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf a meliputi: 

a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan; 

b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau 

penampungan air kecil lainnya; 

c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

olahraga Desa; dan 

d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik 

Desa dan/atau  Badan Usaha Milik Bersama. 

(2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan 

usaha yang dikelola oleh  Badan Usaha Milik Desa atau  

Badan Usaha Milik Bersama. 

(3) Program/kegiatan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan melalui Musyawarah Desa. 

Pasal 8 

 

(1) Kegiatan  akselarasi ekonomi keluarga dan padat karya 

tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
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huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan 

mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat 

guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. 

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang 

pembangunan; 

b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui 

pembayan upah yang dilakukan secara harian atau 

mingguan; dan 

c. menciptakan lapangan kerja. 

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat 

musim panen. 

(4) Pendayagunaan sumberdaya alam, teknologi tepat guna, 

inovasi, dan sumber daya manusia. 

 

Pasal 9 

 

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu: 

a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi 

kronis (stunting);  

b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan  

c. pencegahan kematian ibu dan anak. 

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan 

kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (4), paling sedikit meliputi: 

a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, 

putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi;dan 

c. Pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan 

kearifan lokal. 

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yaitu 

perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan 

meliputi perempuan, lanjut usia, anak, dan warga 

masyarakat berkebutuhan khusus. 

 

Bagian Kedua 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

 

Pasal 10 

 

(1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diutamakan 

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan 

padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja 

bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah 

menganggur, keluarga miskin, dan stunting.  

(2)  Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada 

pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa 
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dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi 

dan sumber daya manusia di Desa.  

(3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan 

pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan 

Desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) 

digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam 

rangka menciptakan lapangan kerja.  

(4)  Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam 

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.  

(5)  Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan 

pada saat musim panen.  

 

Pasal 11 

 

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, 

dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 

perkembangan Desa, meliputi:  

a.  Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal 

memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:  

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan  

pemeliharaan infrastruktur dasar; dan  

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana 

prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang 

diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi 

pertanian berskala produktif, usaha ekonomi 

pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk  unggulan 

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.  

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan 

pembangunan Desa pada:  

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana 

prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 

mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan 

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan 

kepada pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan 

perdesaan;  

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 

lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung 

pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap 

pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan  

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.  

c.  Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan 

kegiatan pembangunan pada:  

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana 

prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
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mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi 

pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk 

ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan;  

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial 

dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar 

dan lingkungan yang diarahkan pada upaya 

mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses 

masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan 

lingkungan; dan  

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.  

 

Pasal 12 

 

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan 

ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan 

mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.  

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang 

diprioritaskan antara lain:  

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan Desa;  

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang 

dilaksanakan di Desa setempat;  

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;  

d. pengembangan ketahanan keluarga;  

e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi 

Desa melalui pengembangan kapasitas dan 

pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan 

perangkat keras (hardware) komputer untuk 

pendataan dan penyebaran informasi pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola 

secara terpadu;  

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial 

dasar di bidang pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan 

perempuan dan anak, serta pemberdayaan 

masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 

penyandang disabilitas;  

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian 

lingkungan hidup;  
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h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam 

dan konflik sosial serta penanganannya;  

i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha 

ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa 

dan/atau BUMDesa Bersama;  

j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok 

masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi 

masyarakat Desa lainnya;  

k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian 

Desa dan peningkatan kesejahteran masyarakat;  

l. penerapan teknologi tepat guna untuk 

pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan 

usaha ekonomi pertanian berskala produktif;  

m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama 

Desa dengan pihak ketiga; dan  

n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 

melalui musyawarah Desa.  

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara 

swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa 

dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 13 

 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, 

dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 

perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:  

a. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:  

1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama 

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, 

distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi 

pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi 

lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan;  

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi 

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya 

melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa 

dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi 

dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
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produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan;  

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui 

pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan 

teknologi tepat guna;  

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja 

terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; 

dan  

5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan  

kebutuhan hidup masyarakat Desa secara 

berkelanjutan.  

b. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa 

yang meliputi:  

1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa 

Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan 

produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha 

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan 

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;  

2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi 

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya 

melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa 

dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi 

dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan.  

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan 

sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat 

guna;  

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli 

di Desa; dan  

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa 

secara berkelanjutan.  

c. Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri 

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

masyarakat Desa yang meliputi:  

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan 

sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan 

perempuan dan anak, serta pemberdayaan 

masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 

penyandang disabilitas;  



Halaman 16  dari 19 hlm…. 

 

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian 

lingkungan hidup;  

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam 

dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan 

konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa 

lainnya;  

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat 

Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan 

Dana Desa yang dikelola secara transparan dan 

akuntabel; dan  

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam 

memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan 

berkeadilan sosial.  

d. Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri 

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang 

meliputi:  

1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola 

secara demokratis dan partisipatif;  

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum 

serta menegakkan peraturan hukum di Desa;  

3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan 

informasi untuk mendorong dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat Desa;  

4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui 

penerapan nilai-nilai Pancasila; dan 

5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya 

Desa.  

 

Bagian Ketiga 

Publikasi 

 

Pasal 14 

 

(1)  Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan 

Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh 

Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang 

publik yang dapat diakses masyarakat Desa.  

(2)  Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan 

partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat 

Desa.  

(3)  Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan 

Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi 

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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BAB IV 

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS 

PENGGUNAAN DANA DESA 

 

Pasal 15 

 

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan 

prosedur perencanaan pembangunan Desa yang 

dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.  

(2)   Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3)  Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 

dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.  

 

Pasal 16 

 

(1)  Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 

dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan 

pembangunan nasional, provinsi, dan Kota.  

(2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, 

Provinsi, dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dengan 

menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:  

a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan 

RKP Desa; dan  

b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai 

APBD, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang 

pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa. 

 

Pasal 17 

 

(1)  Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai 

prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib 

dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.  

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan 

RKPDesa.  

(3)  Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa 

yang telah ditetapkan dalam RKPDesa wajib dipedomani 

dalam penyusunan APBDesa yang dituangkan dalam 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.  

 
BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
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Pasal 18 
 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penetapan 

prioritas penggunaan Dana Desa. 

 

Pasal 19 
 

(1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah 

Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi. 

(2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana bersama Organisasi Perangkat 

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 20 

 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, 

Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi 

penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  

Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan 

dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa 

melalui fasilitasi penyusunan perencanaan 

pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

(4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi 

penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah 

Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang 

berlaku secara berkala. 

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah 

yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota 

melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 21 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal                      

1 Januari 2020.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

      Ditetapkan di Batu 

      pada tanggal   3 Januari 2020 
 

WALIKOTA BATU, 

 
 

ttd 

 
 

DEWANTI  RUMPOKO 
 

Diundangkan di Batu 
pada tanggal   3 Januari i 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 
ttd 

 
 

 
ZADIM EFFISIENSI 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 3/A 

 

 

 


